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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   73/M-DAG/PER/10/2016 

TENTANG  

TINGKAT KESULITAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN 

PERLENGKAPANNYA DAN ALAT UKUR METROLOGI TEKNIS SERTA 

TINGKATAN STANDAR DAN PERALATAN/PERLENGKAPAN STANDAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan  

pembinaan jabatan fungsional Penera dan jabatan 

fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian,  dan 

untuk memperlancar penilaian dan penetapan angka 

kredit para Pejabat Fungsional Penera dan Pranata 

Laboratorium Kemetrologian, perlu mengatur  tingkat 

kesulitan alat-alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya dan alat ukur metrologi teknis serta 

tingkatan standar dan peralatan/perlengkapan standar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf  a, perlu mengatur kembali 

ketentuan tingkat kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, 

Timbang dan Perlengkapannya dan Standar 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/10/2006 tentang 

Tingkat Kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang 

Tingkat Kesulitan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan 

Perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis serta 

Tingkatan Standar dan Peralatan/Perlengkapan 

Standar; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3193); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang 

Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera 

Ulang serta Syarat-Syarat bagi  Alat-alat Ukur, Takar, 

Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang 

Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3388); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5121); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 
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7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

11. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang 

Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja 

Periode Tahun 2014-2019; 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                         

08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, 

Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib 

Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                            

69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                            

69/M-DAG/PER/10/2014 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Manusia Kemetrologian (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1564); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1795); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2014 tentang 
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Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium 

Kemetrologian dan Angka Kreditnya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1797); 

17. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan   Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/M-

DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 

Tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka 

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 458); 

18. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan   Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 13/M-

DAG/PER/1/2015 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 

tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium 

Kemetrologian dan Angka Kreditnya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 460); 

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                           

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

 

                            MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TINGKAT 

KESULITAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN 

PERLENGKAPANNYA DAN ALAT UKUR METROLOGI TEKNIS 

SERTA TINGKATAN STANDAR DAN 

PERALATAN/PERLENGKAPAN STANDAR. 
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                             Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 

yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 

2. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah alat ukur selain alat 

ukur metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi 

Legal. 

3. Standar Satuan Ukuran yang selanjutnya disebut 

Standar adalah besaran fisik berupa alat yang sah 

dipakai sebagai dasar pembanding. 

4. Standar Tingkat I adalah Standar yang ketelitiannya dan 

kesaksamaannya tertinggi di Indonesia dan dapat 

ditelusuri secara internasional. 

5. Standar Tingkat II adalah Standar hasil turunan 

langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langung dari 

Standar Tingkat I. 

6. Standar Tingkat III adalah Standar hasil turunan 

langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari 

Standar Tingkat II.  

7. Standar Tingkat IV adalah Standar hasil turunan 

langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari 

Standar Tingkat III. 

8. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran 

dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

9. Tingkat Kesulitan UTTP dan Alat Ukur Metrologi Teknis 

adalah ukuran yang menggambarkan sulitnya 

melakukan pengujian suatu UTTP dan Alat Ukur 

Metrologi Teknis yang didasarkan oleh unsur-unsur yang 

mempengaruhi, yang terdiri atas kapasitas, akurasi, 

presisi, konstruksi, instalasi, metode, standar, dampak, 

waktu, perhitungan dan keamanan dan keselamatan 

kerja. 
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